BAB V

KESIMPULAN

Terdapat kemauan mangulas semua permasalahan yang terdapat pada Badan
Penjaminan Kualitas Pembelajaran. , -Provinsi,  Sumatera Barat, namun sebab
keterbatasan durasi serta péluang hingga pengarang cuma mangulas salah satu
permasalahan ialah permasalahan pembuatan informasi cara penatausahaan
pendapatan serta bantuan Lembagan Penjaminan Kualitas Pembelajaran Provinsi

Sumatera Barat.

Penatausahaan finansial di Badan Penjaminan Kualitas Pembelajaran dijalani
serta dilaksanakan oleh instansi- instansi yang terdapat di kantor itu. Cara
Penatausahaan di Badan Penjaminan Kualitas Pembelajaran yang melakukan guna
bagaikan Kepala, Kepaniteraan Penting, Bendaharawan serta para Delegasi di Badan
Penjaminan Kualitas Pembelajaran'Provinsi: Sumatera Barat itu. Penatausahaan pada
LPMP ini dilaksanakan dengan sebaik bisa jadi untuk berhasil hasil yang lebih bagus.
Dimana dalam cara ini dipecah kewajiban pada bagian Kasubag- kasubag di kantor

itu.

Spesialnya buat penatausahaan pengeluaran di kantor ini, yang cocok dengan

kepala karangan informasi magan ini ialah serangkaian cara aktivitas menyambut,



menaruh, menyetor, melunasi, memberikan, serta mempertanggung jawabkan
pengeluaran duit yang terletak pada Kantor LPMP itu yang dilaksanakan oleh
Bendaharawan Badan Penjaminan Kualitas Pembelajaran Provinsi Sumatera Barat.
Penatausahaan pengeluaran ataupun berbelanja bisa dilaksanakan sehabis terdapatnya

pengesahan akta penerapan perhitungan Kepala bidang.

1. Proses penatausahaan pengeluaran terdiri,dari atas 2 (dua) macam :
2. Penatausahaan pengeluaran pembebanan langsung yaitu gaji tunjangan.
3. Penatausahaan pengeluaran pembebanan persedian, ganti uang dan tambahan

uang.
Proses penatausahaan pengeluaran dibagi sebagai berikut :

1. Proses penyediaan dana yaitu dengan Surat Penyediaan Dana (SPD).
2. Proses pengajuan Surat Permintaan Membayar (SPP).
3. Proses penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).

4. Proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

o

Penggunaan Dana.

6. Proses pertanggung jawaban Surat Penggunaan Dana (SPJ)

Totalitas cara itu diakhiri dengan pertanggung balasan pemakaian anggaran
serta mempertanggung balasan informasi oleh bendaharawan pada Kasubag LPMP

itu.



Hingga dari perihal itu konsep penting LPMP Provinsi Sumatera Barat 2007-
2009 ialah penyempurnaan serta konsentrasi kembali Konsep Penting LPMP Provinsi
Sumatera Barat 2004- 2009. Penyempurnaan itu ialah sesuatu keniscayaan, sehabis
dikerjakannya reorientasi politik serta kebijaksanaan tahun 2006 dengan tujuan
penting kenaikan keselamatan orang dan invensi bentuk sosial serta aturan politik

nasional yang lebih kuat pada waktu depan.



